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l. PENDAHULUAN

o kLN~

. 31 (tiga puluh satu)

: 2015-2016

]

. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi | DPR RI dengan Direksi LPP TVRI dan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta RDPU dengan Asosiasi Televisi Swasta
Indonesia (ATVSI) dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI)/ke-8

. Senin, 7 Maret 2016

: 10.45WIB

. Terbuka

: Meutya Viada Hafid

. Suprihartini, S.IP.

. Ruang Rapat Komisi | DPR RI, Gedung Nusantara Il Lt. 1

JI. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

: 1. Penjelasan KPI mengenai Potret Isi Siaran pada Media Penyiaran;

2. Penjelasan Direktur Utama LPP TVRI, Ketua Umum ATVSI, dan Ketua
Umum ATVJI mengenai Kebijakan dan Pengaturan Isi Siaran pada Media
Penyiaran.

... orang dari 51 Anggota Komisi | DPR RI

Ketua KPI, Judhariksawan;

Dirut LPP TVRI, Iskandar Achmad;

Ketum ATVSI, diwakilkan oleh Wakil Ketua, Imam Sudjarwo;
Ketum ATVJI, Santoso

beserta jajarannya;



Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat
pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.

RDP Komisi | DPR Rl dengan Direksi LPP TVRI dan KPI serta RDPU dengan ATVSI dan ATVJI
pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas,
dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi | DPR RI, Meutya Viada Hafid.

IIl.  KESIMPULAN

1.

Komisi | DPR Rl mendesak Lembaga Penyiaran Televisi (LPP TVRI, Anggota Asosiasi Televisi
Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI)) untuk secara
sungguh-sungguh:

a. meningkatkan kualitas program dan isi siaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3SPS).

b. Meningkatkan fungsi kontrol kualitas dalam proses produksi dan penayangan program dan
isi siaran.

c. Memenuhi amanat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dan Pasal 68
Peraturan KPI/P3SPS terkait penayangan konten lokal pada semua stasiun televisi anggota
jaringan.

Komisi | DPR RI mendesak Anggota ATVSI dan ATVJI untuk mematuhi Peraturan tentang
Tayangan Partai Politik sesuai dengan Pasal 36 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran, P3SPS, dan Peraturan KPU, dan Komisi | DPR RI meminta kepada KPI
untuk melakukan pengawasan terkait hal tersebut.

Komisi | DPR Rl mendukung KPI Pusat untuk :

a. Meningkatkan fungsi pengawasan program dan isi siaran, termasuk konten lokal pada
stasiun televisi jaringan.

b. Meningkatkan koordinasi dengan LSF agar terbangun sinkronisasi aturan P3SPS dengan
aturan sensor untuk program siaran di televisi.

c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Negara terkait untuk
mengevaluasi kinerja lembaga Pemeringkatan dalam rangka menjaga pemeringkatan
program siaran agar sesuai dengan prinsip dan tujuan penyiaran.

Dalam upaya meningkatkan kualitas program dan isi siaran, Komisi | DPR RI mendesak KPI
untuk:



a. Melakukan evaluasi tahunan terhadap program dan isi siaran pada semua lembaga
penyiaran, termasuk rekomendasi perbaikan kualitas program dan isi siaran.

b. Menyampaikan evaluasi tahunan seperti dimaksud pada point a kepada Pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi | DPR RI.

c. Melakukan pertemuan secara berkala dengan ATVSI, ATVJI, dan ATVLI, serta Asosiasi
Televisi lainnya.

.  PENUTUP
Rapat ditutup pukul 20.35 WIB

Jakarta, 7 Maret 2016
KETUA RAPAT,

TTD

MEUTYA VIADA HAFID
A-235







